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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 412 TAHUN 2010
TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,
Menimbang . a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Pamong
Praja Kota Bandung telah ditetapkan dengan PeratDaerah Kota
Bandung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Siesunan
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) ReraDaerah Kota
Bandung Nomor 4 Tahun 2005 sebagaimana termakgach dauruf a,
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan OrganisagiaBaPolisi
Pamong Praja Kota Bandung diatur lebih lanjut Médlikota Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimadksaish huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Walikota BandungamgntRincian
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata KerjmaBaPolisi
Pamong Praja Kota Bandung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokipoko

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undiashgag Nomor
43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perabant Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Na&édrahun
2008;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeag\Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nispte;

4. Peraturan ...



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangb®ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamdp&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dd&m@avinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentanggan@®asi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@@i@tang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daera

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il BagdNomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerigkdt Il
Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 200fartg
Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan PaligirgaPraja Kota
Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 28@arig Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 26i8rg Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahtir2008;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 260fiing Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Talbgr220Q 3;
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200@aibg Tata
Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan mBarsKeputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINIAN TUGAS

POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBay)

5. Satuan ...



10.

11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyagtisi SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Petaéribaerah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan PolisioRarPraja Kota
Bandung.

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamajg Rota Bandung.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyargjgat PPNS adalah
Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diweswenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas ggkran Peraturan
Daerah.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah abBaeyang
melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara daryetenggarakan
ketrentraman dan ketertiban umum, menegakkan RPanatlDaerah,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kead@&amis yang
memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan aresyt dapat
melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib datute

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jab&uangsional
diluar Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong §eng merupakan
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang ltgk secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakaratie@gyang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelandcagas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB I
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kepala Satuan
Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorangaléeSatuan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikeelalui

Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tuglkskpmemimpin,

membina, memelihara dan menyelenggarakan ketentrdara ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah dan PeraturakofdaKeputusan
Walikota, dan mengkoordinasikan PPNS di lingkungaamerintah
Daerah.

(3) Dalam ...



(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dichgiksia ayat (2),

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi

a. penyusunan program dan pelaksananaan ketentramaketirtiban
umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikizn
Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturaraba

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelea®yar
ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Dadtahgturan
Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksar@araturan
Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelamya
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkatuPsn Daerah,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagd@kpanaan
Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Neg&dSRlan/atau
aparatur lainnya,

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi daraate
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputudatikota
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegi&atuan Polisi
Pamong Praja; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota aedengan tugas
dan fungsinya;

(4) Uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamon@R@glah sebagai berikut :

a. menyusun rencana program Satuan Polisi Pamong Peajasarkan
kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksamngeas) t

b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakad&d@awahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan agarjpan berjalan
lancar;

c. membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pankyaga dengan
cara memberikanreward dan punishment untuk meningkatkan
produktivitas kerja;

d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional adengara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanamprogasaran
ketentuan perundangan agar di peroleh hasil yakgimal;

e. merumuskan kebijakan daerah di bidang program,asperal dan
penyidikan sebagai bahan penetapan kebijakan atgbinan;

f. memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan gssalakn
kebijakan program, operasional dan penyidikan seseacana
kegiatan;

g. menyelenggarakan ...



g.

menyelenggarakan rapat koordinasi pemeliharaan gb@mygaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakkan tupana
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Waliko&bagai
pelaksanaan Peraturan Daerah, dengan SKPD, Pemhefmovinsi,
Pemerintah Pusat, dan Instansi terkait lainnya.

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneFatah
Provinsi, Pemerintah Pusat;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidanggram,
operasional dan penyidikan sebagai bahan pertaggyuaban
kepada pimpinan; dan

melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuaastetugas pokok

dan fungsinya.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Bagian Tata Usaha
Pasal 3

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepalad®agi

(2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok kseatakan

sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja ling&tgidusahaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.

pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ketatansaatuan Polisi
Pamong Praja;

pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administumsum,
keuangan dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kagiketatausahaan

Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Uraian Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adaladgse berikut :

a.

menyusun program dan rencana kerja ketatausahaalashbekan
kebijakan operasional Satuan Polisi Pamong Prdjagse pedoman
pelaksanaan tugas;

menyusun rumusan kebijakan administratif ketataassah
menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan;
menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiamelotsan
umum, keuangan dan kepegawaian;

menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiamgelotsman

keuangan;

f. menyelenggarakan ...



f.  menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan genamtasian
peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpastakrotokol
dan hubungan masyarakat;

g. menyelenggarakan pengkoordinasian teknis admihfsttadang-
bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan akaabij
kesekretariatan;

I. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan peksatugas
kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaiepada
pimpinan.

k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tygask dan
fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sébaga dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Tata Usahalmaamhkan :

a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Subbagian Umum
Pasal 4

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(2) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok meailaksa
sebagian tugas Kepala Bidang Tata Usaha lingkupréstnasi umum.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),

Kepala Subbagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup adminisiragim;

b. pelaksanaan lingkup administrasi umum yang melipetgelolaan
naskah dinas, penataan kearsipan, penyelengdesaanahtanggaan,
pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalaii@as Satuan
Polisi Pamong Praja;

c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum adalahgsebarikut :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidangnusabagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana dan program Kkerja operasional ateegi
administrasi umum;

c. melaksanakan ...



c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pEambin
dokumentasi dan kearsipan di lingkungan SatuansiPoPamong
Praja;

d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan ddisinsntuk
perjalanan dinas di lingkungan Satuan Polisi Panitmaga.

e. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan p@agir surat-
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokument#siksarsipan;

f. menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tatamdsmas;

g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-tlapss;

h. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamkgimmtiban
dan kebersihan kantor;

i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkugydor, gedung
kantor, kendaraan dinas, perlengkapan operasiamahset lainnya;

j.  menyusun administrasi dan penyiapan rencana kedntsérana dan
prasarana perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;

k. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistmbuirsi@ntarisasi
dan pencatatan perlengkapan Satuan Polisi Pamajgy Pr

I.  melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendotasiaa
peraturan perundang-undangan;

m. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakamandiadministrasi
umum;

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi, Pemerintah Pusat;

0. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporazkpahaan tugas;
dan

p. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuaatetugas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleinasg Kepala
Subbagian.

(2) Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian memptugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Tata aU$agkup
administrasi keuangan dan kepegawaian.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),
Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mem piumgssi :

a. penyusunan ...



a. penyusunan rencana dan program lingkup adminiskesangan dan
kepegawaian;

b. pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegia¢aryiapan bahan
penyusunan anggaran, monitoring, pengkoordinasian
pengadministrasian dan pelaporan pengelolaan kanang

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliatpiatan
penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, djgp@igembangan
pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

d. pelaporan kegiatan lingkup administrasi keuangankeé@egawaian.

(3) Uraian Tugas Subbagian Keuangan dan Kepegawad@tah sebagai
berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja di bidang kmuardan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanam d
pemeliharaan data serta dokumentasi keuangan gag&eaian;

Cc. penyusunan rencana dan program Kkerja operasiongiatée
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawabangetaaan
keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

d. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatanja dan
pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja;

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rmmggandapatan
dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja;

f. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian peanbdtar gaji
serta tambahan penghasilan bagi pegawai negdri sipi

g. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaraapa&md dan
belanja Satuan Polisi Pamong Praja;

h. melaksanakan administrasi keuangan dan penyiagean@embinaan
administrasi akuntansi anggaran pendapatan, befamgembiayaan
Satuan Polisi Pamong Praja;

i. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaangasry
pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan PaisirRgPraja;

j. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan fornaasintutasi
pegawai;

k. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiwarfikk pegawai, karis/
karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan penmrbgrgghargaan
serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikutididewan/
pelatihan struktural, teknis dan fungsional sej@anudinas;

m. melaksanakan ...



(1)
(2)

®3)

. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawadan

pengembangan karier serta disiplin pegawai;

menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasiymedan cuti

pegawai;

melaksanakan pengkoordinasian penyusunan admsgiistaftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan DaftdarKépangkatan
(DUK);

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneFatah

Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaagrgn dan

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporaakpahaan tugas;
dan

melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuaasetugas pokok

dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Bidang Program
Pasal 6

Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Program mempunyai tugas pokok metesm sebagian

tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidengnganaan program

serta evaluasi dan laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbadd ayat (2)

pasal ini, Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana dan program di bidang peremcgm@gram
serta evaluasi dan laporan;

penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan idiank
perencanaan program serta evaluasi dan laporan;

pelaksanaan penyusunan rencana dan program seataasvdan
laporan; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan idhngb

perencanaan program serta evaluasi dan laporan.

(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Program adalah selegikut :

a. menyusun rencana dan progam di bidang program sepagoman

pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan ...
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b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsngan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdepat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang perermanarogram,
evaluasi dan pelaporan sebagai bahan rumusan kaatnija

d. merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rei@ajaa(Renja)
Satuan Polisi Praja;

e. melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan pemars Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota, rdanyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintdtAKIP) serta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPR@Rulp Satuan
Polisi Pamong Praja;

f. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitariog,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraanaevaluasi dan
pelaporan sebagai bahan rumusan kebijakan;

g. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring elzaduasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang program;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakebiBidang
program;

I. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

j. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dafappen
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawadpada
pimpinan; dan

k. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesu@jashetugas pokok
dan fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsigséin@na dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Program merab&an :

a. Seksi Perencanaan Program;

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2
Seksi Perencanaan Program

Pasal 7

(1) Seksi Perencananan Program dipimpin oleh seorapgl&&eksi.

(2) Kepala Seksi Perencananan Program mempunyai tugalsok p
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Programgkup

perencanaan program.

(3) Untuk ...
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgiada ayat (2),

Kepala Seksi Perencanaan Program mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peraacaprogram
sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencapeagram;

c. pelaksanaan lingkup perencanaan program yang rielipu
pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah,tuRkera
Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksarRaraturan
Daerah yang memerlukan penertiban dalam penega&anny

d. pelaksanaan pendataan dan penyusunan titik-tiklksiooperasional
kegiatan penyelenggaraan ketrentraman dan keterdblm rangka
Penegakan Peraturaan Daerah, Peraturan WalikotaKdpotusan
Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; dan

e. pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan program.

(4) Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Proggialah sebagai berikut :
a. melaksanakaan dan menyusun rencana teknis opexbadeom progam
kerja di bidang perencanaan program sebagai pedp@laksanaan

tugas;

b. melaksanakan pengumpulan, rekapitulasi dan penyiampaprogram,
rencana kerja dan rencana kegiatan di masing-masidgng di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

Cc. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis (&erndan
Rencana Kerja (Renja), Laporan Keterangan Pertamggdawaban
(LKPJ) Walikota, dan menyusun Laporan Akuntabilitksnerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Penyajangan
Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi PenyelenggaRemerintah
Daera (IPPD) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan seésngan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdepat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan PeratiDaarah,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagdakpanaan
Peraturan Daerah yang memerlukan penertiban dadaegpkannya;

f. melaksanakan pendataan titik-titik lokasi penertjba

g. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiata
penyelenggaraan ketrentraman dan ketertiban dalaangka
Penegakan Peraturaan Daerah, Peraturan WalikotaKdpotusan

Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

h. melaksanakan ...
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. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada rakatalalam
kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertlakam rangka
Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Kagoutusan
Walikota;

melaksanakan pembinaan, pengembangan, peningkapasitas
Sumber Daya anggota Satuan Polisi Pamong Prajamdala
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pleaederaturaan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Waliko&dbagai
pelaksanaan Peraturan Daerah;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kkebijaksatekais
pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental derakguan Polisi
Pamong praja;

. melaksanakaan penyiapan bahan bimbingan dan peadganteknis
penyuluhan Peraturaan Daerah, Peraturan Walikata Kagputusan
Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan perigendeknis
penyelenggaraan kesamaptaan personil Polisi PaRajea;

. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijai&@Emganaan
program;

. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peusntdan
evaluasi pelaksanaan perencanaan program;

. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan perencanaan program;

. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangengamaan
program;

. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan paman rencana
strategis Satuan Polisi Pamong Praja;

. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Perencanaan Program oleh pimpinan;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakgenaan
program Seksi Perencanaan Program sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuaatetugas pokok

dan fungsinya.

Paragraf ...



13

Paragraf 3
Seksi Evaluasi dan Laporan

Pasal 8
(1) Seksi Evaluasi dan Laporan dipimpin oleh seorangakeSeksi.

(2) Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugaskokp
melaksanakan sebagian tugas Bidang Program lingkegluasi dan

laporan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evatiesilaporan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup evaluasildporan;

c. pelaksanaan lingkup evaluasi dan laporan meliperiiypsunan bahan
evalusi pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatanlaaoran kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja serta penyimpanan dasiglokumentasi
kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Prafa; da

d. pelaporan pelaksanaan lingkup evaluasi dan laporan

(4) Uraian Tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Lapadatah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progana kirjpidang
evaluasi dan laporan sebagai pedoman pelaksangas) tu

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsnogan
rencana program yang telah ditetapkan agar progapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijalkdnasi dan
laporan;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan evaluasi dan laporan daringpidmlang di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan evaluasi dan laporan dari bidang-bidiadmgkungan
Satuan Polisi Pamong Praja;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangalnasv dan
laporan Satuan Polisi Pamong Praja;

g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi pelaksakegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja;

h. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Satuasi Paimong
Praja;

i. melaksanakan ...
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i. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Satuarsi FBimong
Praja;

j. melaksanakan penyimpanan arsip kegiatan operastataan Polisi
Pamong Praja;

k. melaksanakan pendokumentasian kegiatan operasgaiahn Polisi
Pamong Praja;

. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Llmapora
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota, manyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintdAKIP) serta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPR@Kulp Satuan
Polisi Pamong Praja;

m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Evaluasi dan Laporan kepada pimpinan;

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

0. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakg@naan
program Seksi Perencanaan Program sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

p. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuajasetugas pokok

dan fungsinya.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Bidang Operasional
Pasal 9

(1) Bidang Operasional dipimpin oleh seorang KepalaBid
(2) Kepala Bidang Operasional mempunyai tugas pokokaksahakan
sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Prajlul penentraman
dan penertiban.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),
Kepala Bidang Operasional mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program di bidang peneairagdan
penertiban;
b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan idiany
penentraman dan penertiban;
c. pelaksanaan di bidang penentraman dan ketertibanta se
pengkoordinasian dengan unsur kewilayahan Kecamedan
d. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan idingo

penentraman dan penertiban;

(4) Uraian ...
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(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Operasinal adalbhgas berikut :

a. menyusun rencana dan progam di bidang operasiebabai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsnogan
rencana program yang telah ditetapkan agar progcapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penerdrandan
penertiban sebagai bahan rumusan kebijakan;

d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanjtaring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeatradan
penertiban sebagai bahan rumusan kebijakan;

e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring elaluasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang operasional,

f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakebiBidang
operasional;

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeHRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi damapp&n
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawieada
pimpinan; dan

I. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuaastetugas pokok

dan fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seétnaga dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Operasionahbaevahkan :
a. Seksi Penentraman;
b. Seksi Penertiban.
Paragraf 2
Seksi Penentraman
Pasal 10
(1) Seksi Penentraman dipimpin oleh seorang Kepalai.Seks
(2) Kepala Seksi Penentraman mempunyai tugas pokok keaglakan
sebagian tugas Kepala Bidang Operasional di bigangntraman.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),
Kepala Seksi Penentraman mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemnestrasebagai
bahan perumusan kebijakan;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penentnama
c. pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaagkup
penentraman;

d. pelaksanaan ...
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d. pelaksanaan lingkup penentraman yang meliputi gat@n dan
penanggulangan gangguan ketentraman serta penmdakaesif non
yustisial, pengawasan dan pemeriksaan warga masyaatau badan
hukum yang menggangu ketentraman; dan

e. pelaporan pelaksanaan lingkup penentraman.

(4) Uraian Kepala Tugas Seksi Penentraman adakstyaeberikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan program kierbidang
penentraman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsnogan
rencana program yang telah ditetapkan agar progapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijekemfpaman,;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan penentraman;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan penentraman,;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangamipaman;

g. melaksanakan  pencegahan dan penanggulangan gangguan
ketentraman;

h. melaksanakan penindakan terhadap warga masyarskat badan
hukum yang menggangu ketentraman;

i. melaksanakan represif non yustisial terhadap wargayarakat atau
badan hukum yang menggangu ketentraman;

]. melaksanakan pengawasan terhadap warga masyaitakatbadan
hukum yang menggangu ketentraman;

k. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyaatkatbadan
hukum yang menggangu ketentraman;

I. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengamg@alia petugas
penjagaan penentraman di tempat-tempat pentingtsppekantoran
di lingkungan pemerintahan, Rumah dinas pejabainmedan tempat
lainnya;

m. melaksanakan pengelolaan , pembinaan dan pengamg@alia petugas
pengamanan dan pengawalan unsur pimpinan Peneimfaaerah
(Walikota,Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Sekretdd@erah);

n. melaksanakan kerjasama pengamanan dan penentrammi@am d
kegiatan acara-acara atau event penting pemermtdaa kegiatan
masyarakat dengan SKPD dan instansi terkait lainya,

0. membuat ...
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0. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Penentraman oleh pimpinan;

p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanakpahaan
program Seksi Penentraman sebagai bahan pertanggaibgn
kepada pimpinan; dan

r. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuajastetugas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Penertiban
Pasal 11

(1) Seksi Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

(2) Kepala Seksi Penertiban mempunyai tugas pokok rsafekan sebagian
tugas Kepala Bidang Operasional lingkup penertiban.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),
Kepala Seksi Penertiban mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peaertdebagai
bahan perumusan kebijakan;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penertiban
c. pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksamagkip penertiban;
d. pelaksanaan lingkup penertiban yang meliputi peakad, represif
non yustisial, pengawasan dan pemeriksaan terhadaga negara
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atestufP&n
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Waliko&bagai
pelaksanaan Peraturan Daerah;

e. pelaporan pelaksanaan lingkup penertiban.

(4) Uraian Tugas Kepala Seksi Penertiban adaladgseberikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progana kirjpidang
penertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsnogan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakantiban;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan penertiban;

€. menyusun ...
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e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan penertiban;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangentiban;

g. melaksanakan penindakan terhadap warga negarabatin hukum
yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daé&atgturan
Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksarRaraturan
Daerah;

h. melaksanakan tindakan represif non yustisial teaapadarga negara
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atestufP&n
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Waliko&bagai
pelaksanaan Peraturan Daerah;

i. melaksanakan pengawasan terhadap warga negaraaatan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daé&ratgturan
Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksar@araturan
Daerah;

j. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negardbadan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Da&ataturan
Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksarRaraturan
Daerah;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Penertiban oleh pimpinan;

I. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakg@naan
program Seksi Penertiban sebagai bahan pertangyuaigan kepada
pimpinan;

n. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuajasetugas pokok

dan fungsinya.
Bagian Kelima

Paragraf 1
Bidang Penyidikan
Pasal 12

(1) Bidang Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bgla
(2) Kepala Bidang Penyidikan mempunyai tugas pokok kselaakan sebagian

tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup bpeasan dan

pengamanan barang bukti serta pemeriksaan.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgkadd ayat (2),

Kepala Bidang Penyidikan mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...



19

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemberkdsa
pengamanan barang bukti serta pemeriksaan;

b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan idiany
pemberkasan dan pengamanan barang bukti sertaiksaaer,

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pé&adssr dan
pengamanan barang bukti serta penyidikan di linggkanPemerintah
Kota Bandung; dan

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang p&adasr dan
pengamanan barang bukti serta pemeriksaan.

(4) Uraian Kepala Tugas Bidang Penyidikan adalbdlagai berikut :

a. menyusun rencana dan progam di bidang penyidikaagse pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsngan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdepat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pembearkasian
pengamanan barang bukti serta pemeriksaan sebalgan bumusan
kebijakan;

d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitariog,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemderkadan
pengamanan barang bukti serta pemeriksaan sebalgan bumusan
kebijakan;

e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring elaaiuasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang penyidikan;

f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakabiBidang
Penyidikan;

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneFatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi darelappran
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawedeada
pimpinan; dan

i. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesu@attetugas pokok
dan fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bid&emyidikan
membawahkan :

a. Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti;

b. Seksi Pemeriksaan.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti
Pasal 13

(1) Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Buktipilipoteh seorang

Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang rBekipunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepalan@i@@nyidikan

lingkup pemberkasan dan Pengamanan barang bukti.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),

Kepala Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang rBeskipunyai

fungsi :

a.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaarkalan
pengamanan barang bukti sebagai bahan perumusigakizeh
penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberkasian
pengamanan barang bukti;

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaiagkup
pemberkasan dan pengamanan barang bukti;

pelaksanaan lingkup pemberkasan dan pengamanargldaukti yang
meliputi  pengumpulan, pendataan, pencatatan, pgayian,
pemberkasan dan pengamanan barang bukti; dan

pelaporan pelaksanaan bidang pemberkasan danrpanga barang
bukti.

(4) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberkasan dan Pemga Barang Bukti

adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan progana kirjbidang
pemberkasan dan pengamanan barang bukti sebagamaed
pelaksanaan tugas;
menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsogan
rencana program yang telah ditetapkan agar progapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;
memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijadabepkasan
dan pengamanan barang bukti;
menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peomantdan
evaluasi pelaksanaan pemberkasan dan pengamamaaig bakti;
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan barang bukti
menganalisa data untuk bahan kajian pengembangalbepeasan dan
pengamanan barang bukti;

g. melaksanakan ...
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melaksanakan pengumpulan pemberkasan dan pengarbanamng
bukii;

melaksanakan pendataan pemberkasan dan penganaaaag bukti;
melaksanakan pencatatan pemberkasan dan pengab@aag bukti;
melaksanakan penyimpanan pemberkasan dan pengarbhanamg
bukti;

membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang &ekt
pimpinan;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneFatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanakpahaan

program Seksi Pemberkasan dan Pengamanan BarartigsBbkgai
bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuaatetugas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pemeriksaan
Pasal 14

(1) Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepalai.Seks

(2) Kepala Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pokok ksalakan

sebagian tugas Kepala Bidang Penyidikan lingkupgpigsaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagksda ayat (2),

Kepala Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi :

a.

e.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pesa@iik sebagai
bahan perumusan kebijakan;

penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasigréesaan;
pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanasgkup
pemeriksaan;

pelaksanaan lingkup pemeriksaan yang meliputi grayi berkas
pemeriksaan dan penyidikan, melaksanakan pemeniksdan
penyidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, yasan hasil
pemeriksaan dan penyidikan serta menyusun bahdakan eksekusi
terhadap pelanggaran;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pesaanik

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemeriksaan adaladgsi berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan progana kerjbidang
pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan ...
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b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsnogan
rencana program yang telah ditetapkan agar progapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakaerfsaan;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan pemeriksaan;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan pemeriksaan;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangaerigsaan;

g. melaksanakan penyiapan berkas pemeriksaan berdadawkti-bukti
pelanggaran;

h. melaksanakan penyusunan hasil pemeriksaan berdashukti-bukti
pelanggaran;

i. melaksanakan penyusunan bahan tindakan eksekusiadégy
pelanggaran;

J. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Pemeriksaan oleh pimpinan;

k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

I. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanakpahaan
program Seksi Pemeriksaan sebagai bahan pertarjgguaign
kepada pimpinan; dan

m. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuajasetugas pokok

dan fungsinya.

BAB Il
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(1) Pembentukan, penetapan jenis, jenjang dan jabatgsibnal pada Satuan
Polisi Pamong Praja, diatur lebih lanjut oleh Wai&

(2) Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsisebhgaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut olehikdsa.

BAB ...



23
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan leamdd®rja bagi Satuan
Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong PkKagta Bandung yang

wajib dilaksanakan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ansggala ketentuan yang
mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan d&sgaturan Walikota ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahr@angundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalamblran Daerah Kota

Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
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